Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SALINAN

KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan menjamin
obyektivitas serta keselarasan hasil penilaian kinerja
Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Tim Penilai
Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 201 Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Tim
penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil dibentuk oleh Pejabat

yang Berwenang;
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c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang

Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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Nomor 314);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

KESATU :  Menetapkan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
untuk selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :  Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian atas hasil penilaian kinerja
b. pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
digunakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam
jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian
penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan
Kepala LKPP Lembaga  Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.
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KETIGA :  Dalam melaksanakan tugas Tim Penilai Kinerja dibantu
oleh Sekretariat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilai Kinerja
bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja dibebankan pada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2022
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kﬁ@ﬁl@iﬁro Hukum, Organisasi dan
/ x> RN
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LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

5 TAHUN 2022
27 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
LEMBAGA KEBIJUAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No Kedudukan Dalam Tim

Nama

1. Ketua merangkap Anggota

Sekretaris Utama

2. Anggota

1. Deputi Bidang Pengembangan
Strategi dan Kebijakan

2. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi
dan Pengembangan Sistem
Informasi

3. Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia

4. Deputi Bidang Hukum dan
Penyelesaian Sanggah

5. Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Sumber Daya Manusia

6. Inspektur
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No

Kedudukan Dalam Tim

Nama

Sekretariat

. Analis Kepegawaian Madya
2. Analis Kepegawaian Muda

3. Assessor Sumber Daya Manusia

. Analis Kepegawaian Pertama

Aparatur Muda

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG /JASA
PEMERINTAH,

ttd

ROBIN ASAD SURYO
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